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BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWES] TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4} TAHUN 2024

TENTANG

PEDCMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
D LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

hahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat {!) dan Pasal
25 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah sena sesuai dengan ketentuan Pasal
B Perawiran Presiden Nomer 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, masyarakat
dapat menyampaikan pengaduan schingga Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah wajb menyaun
me kanisme dan Tata Cam Pengelolaan Pengaduan;

bahwa Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
periu dilaksanakan dengan baik, cepal, ilepat, dan dapat
dipertanggungiawabkan untuk menjamin mutu sorta hastl,
maka perlu disusun pedoman penanganan  pengaduan
masyarakpt untuk memberikan  arahan, lendasan  dan
kepastian hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarm huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman  Penanganan  Pengaduan
Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
Pasal 18 ava ) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indanesia Tahun [945:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tenlang
Penyelenggaraan MNegara yang Bersih dan Bebas Korupsi,




-

Kolusi, dan HNepousme [Lembaran Negara Repulsik
Indonesia Tabhun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 lentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sehagaimana telsh diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lemmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4250}

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003  rentang
Pembentukan Kabupaten Bomlmna, Kabupaten Wakalobi,
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesl Tenggara
(Lernlyaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4339),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publk (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambshan Lembaran Negara Repubiik
[ndonesia Normor S038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3234} =sehagaimana telah diubah beberapa kali termkhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun
2011 temang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan. {Lembaran Negara Republik |ndonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  temtang
Pemerintahan  Daerash  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali rterakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan




Meneiapkan

10.

1.

12.

13.
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Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja mengadi Undang -Undang
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor
6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017  tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Caerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan  Pengaduan Pelayanan Publ'k  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahurnr 2013 Nomor 191),
Peraturan Presiden Nomor 87 Tabun 2016 teniang Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daersh ([Berita
Negara Republik Wndoncsia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menieri Dalam
Negeri Nomor 120 Tshun 2018 rtentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 80 Talun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Namar 157]:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrazi Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Peruwelenggaraan  Kompetensi  Pengelotaan  Pengadaan
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 676!, dan
Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor B Tahun 2023
teniang Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Mepara
Republik Iklonesia Tahun 2023 Nomor 499);
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT] TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT I LINGKUNGAN PEMERINTAL
KABUPATEN BOMBANA.




BAE !
KETENTUAN UMUM
Ppsal !}

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

I
2

9.

10.

Daerah adalah Kabupaten Bombana .

Pemerintah  Daersh  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Bombana.

Bupati adalabh Bupati Bombana.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  dalam
penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Dacrah.

Masyarakat acdalabh  seluruh pihak, bak warga Negarn
maupun penduduk sebapai orang perseorangan, kelom pok
maupun badan hukum.

inspektorat Daerah, yang selanjuinya disebut Inspektorat
adalah Inspektorat Deerah Kabupaten Bonmibana |
inspekiur atlalah nspektur Daerah Kabu peten Bombana .
Aparat Penegak Hukum, yang selanjutnya disingkat dengan
APH adalah Kejaksaan den/ amu Kepolisian,

Tim adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerimtahan Dewerah dan/atau pegawai yang bertugas i
Inspektorat dan/ atau Inspektorat Pembantu Wilayah,
Audilor adalah Pegawai Negeri Sipll yang diberi (ugas,
tanggung jawab, wewtnuang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan

pada instansi pemerintah,

1.Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintaban Daerah,

12

yang selanjutnya disingkat PPUPE adalah Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugns, tAanggungjawal, wewenang, dan lwk
secara  penuh  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk
melakukan kegiatan  pengawasan atas penyelenggaraan
urusan pemerintaban konkuren,

Pelapor adalah Masyarakat baik individu atau kelompok

yang menyampaikan pengad uan.

. Pengaduan adalah penyampaian keluhan vang disampaikan

pengadu  kepada pengelola pengaduan pelayanan publik
alas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar
pelayanam, atau pengabaian kewajiban dan/ atau




S

pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

14.Pengaduan Masyarakal adalah bemtuk penerapan dari

DENZaWASAN Masyaraka:  vang  disampaikan  oleh
Masyarakat kepada aparatur Pemerimah Daerah, berupa
gLem ban gan mkiran, saramn, £AgASAN atau
keluhan/Pengaduan yang bersifat membangun.

15 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kepiatan

i,

7.

18,

19,

20,

dalam rangka pemenuhan pelayanan publik sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang. jasa danfatau pelayanan
administratif yang disedinkan oleh penyelenggara pelayanan
publik.

Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya discbut Tipikor
adalah  tindak pidana sebapaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nemer 31 Tahun 1999 tentang
Pemberaniasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Xomisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi..

Mekanisme Pengaduan Tipiker, yang selanjumnya disebut
Whistle Blowing System adalah mekanisme penvampaian
pengaduan dugaan Tipikor yang telah terjadi, sedang a tau
akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang
berkaitan dengen dugaan Tipikor yang dilakukan di dalam
organisasi tempatnya bekerja.

Unit Pemberantasan Pungutan Liar, vang selanjutma
disebut UPP Pungli adalah unit yang mempunyvai tugas
melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efizktif
dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil,
saluan kerja, dan sarana prasarana, yang berada (i
Pemerintahan Daerah.

Penanganan Pengaduan Masyaraka: adalah proses kegiatan
yang meliput  pencatatan, penelashan, penanganan
Pengaduan Masyarakat. pelaporan, pemantauan tindak
lanjut dan pengarsipan.

Pemeriksaan adalsh suatu  proses sistemik  umtuk
meniperoleh  dan mengevaluasi bukii  secara  objekrif
mengenat kondisi. dengan tujuan uniuk  menetapkan

tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria Yang




telah ditetapkan.

21.Klarifikasi adalsh proses penjernihan atau kegiatan dengan
memberikan  penjelasan  mengenai permasalahan  yang
diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber
Pengaduan dan instanst terkait,

22. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan
peregasan mengenai keberadaan terlapor yang
rerindentifikasi, baik Dersifat perorangan, kelompok
maupun nstitusional, apabila memungkinkan termasuk

masalah yang diadukan/ dilaporkan.

Pasal 2

Feraturan Bupati in/f dimaksudkan sehagai acuan atau

petlaman dalam Penanganan Pengadusn Masyarakal agar lehih

sistematis. efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada  Masyarakar  sesual  dengan ketentuan  Peraturan

Perundang-undangan,

Pasat 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. menyelesaikan Penanganan Pengaduzn Masvarakat secarn
cepat, tepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang- undangan;

b mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik. lerbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
ingkungan Pemerintah Daeraly

¢ meningkatkan koordinasi antars lembaga/finstansi dalam
menyelesaikan Pengaduan Masyarakat; dan

. meningkatkan partisipasi Masyarakat secara tertih dan
lurut serfa bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintab dan pelayanan Masyarakat,

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
& kriteria Pengaduan Masyarakat;
b {ala cara Penanganan Pengoduan Masyatakat;
¢ prindungan rerhadap Pelapor; dan
.

pendanaan.
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BAB 1V
KRITERIA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 5

(l}kntera Pengaduan Masyarakat, meliputt:

a
b,

c!'

obyekuf, tidak bersifat fitnah;

bersifat konstrukeif;

menginfiormasikan adanya Indikasi ter jadinya
pelanggaran,  penyimpangan, penyelewengan,  dan
penyalahgunaan wewenang serta  kesalahan yang

ditakukan oleh aparatur;

d. sumbang saran terhadap Pemerintah Daerah:

ditujukan  atau  ditembuskan %epada Pemerinlah
Daerah; dan
ideniitas Pelapor jelas dan memberikan bukn awal

adanya indikasi pelanggaran.

(4] Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikelompokkan sehagai berikur:

a,
b.

TR -8 oD

-
.

penyalahgunaan wewenang:

penyimpangan/ menghsam bag dalam pelavanan
Masyarakat:.

pelanggaran disiplin pegawal

penyimpangan dalam pengelolaan anggaran;

dugaan Tipikor;

pelayanan publik;

korupsi, pungutan liar dan gratifikasi;

kepegawaian,

penanganan kchilangan barang/ aset Daerah; dan

pelanpgaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

{1} Kriteria Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud

dalan Pasal 5 ayal (1), dapat ditindakianjuti apabiia elah

memenuhi  sekurang-kurangnya. memuat unsur  atay

informasi sebagai berikut:

a data Pelapor yaitu Identitas Pelapor {KTP/SIM/dan
tdokumen identitas lainnyay);

b. data Tevlapor yailu Nama, Jabatan, dan/atau Alaman;

perbuatan yang diduga melanggar ketentuan Peraiuran

Perundang-undangan; dan




B.

d. keterangen yang memuat fakta, data, atau petunjuk
terjadinya pelanggaran,
{2) Pengaduan Masyarakal sebagaimana dirmaksud pada avat
(11, dilakukan melzlyi:
& Call center UPP Pungli Pemerintah Daerah: dan
b Whistle Blawing System.

BAB V
TATA CARA PENANGANAN PENCGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penyampaian Pengaduan Masv arakas
Pagal 7

(liPenyampaian Pengaduan Masyarakat, dilakukan dengan
cara;

a langsung; cen
h tdak langsung.

() Pengaduan  Masyarakat cara  langsung  sebagaimana
dimakswd pada avat [I) hurul 8, dapat disampaikan melalui
tatap muka/lisan yang kemudian akan dituangkan dalam
formulir yang disediakan.

(3) Pengaduan Masyarakat cara tilak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) horuf b, dapat disampaikan secars
tertulis dalam bentuk surat maupun melalul  teknolog
inflormasf yaituy whatsapy |, 8MS, emuil, dan media sosial
laimnya yang dikelola Pemerintah Daerah.

f4) Dalam hal Pengaduan Masyarakat tidak dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3}, maka

pengaduan belum dapat diproses.

Bagan Kedu:a
Tahapan Penanganan Pengaduan Masyarakal
Pasal 8

Penanganan Pengaduan Masyarakat dilakukan dengan tahapan
sebagal berkut:

4. pencatatan,

b, penelaahan;

¢ penanganan;

d. pelaporan basil penanganan,

4]

pemaniauan lindak lanjut basil penanganan; dan

pengarsipan.

=




Pazal 9

(IPencatatan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud

(2)

(3)

(M

@)

(1)

(2)

dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan oleh staf administrasi

yang ads d Inspektorat.

Pencatalan Pengaduan Masyarakat minimal memuat data,

meliputi:

a. surat Pengaduan {nomor dan tangga)l agenda, tanggal
surat Pengaduan, kategom, perhal);

b. identitas Pelapor (nama. NIK, alamat, pekerjaan|; dan

¢ identitas terlapor [nama, NIP, alamat, jabatan, instansi,
Lerlapor).

Pengaduan Masyarakat yang tidak memenuhi svarar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, dak dapar

ditindaklan judi.

Pasal 10

Penetsahan Pengaduan Masyarakat sehapaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

a. merumuskan inti masalah yang diagdukan;

I menghubungkan materi Pengaduan dengan Peraturan
Perundang-undangan;

c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ads
dalam kaiannya dengan materi Pengaduan yang baru
diterima; dan

d. menctapkan hasil Penelahasn Pengaduan Masyvarakat
uniuk proses penangandn selan jutnya.

Meateri Pengaduan yang tidak sesuai dengan kelentuan

Peraturan Perundang-undangan dan tidak mungkin untuk

ditaksanakan olech Pemerintah Daerah, tidak skan diproses

lebih lanjut,
Pasal 11

Penanganan Pengaduan Masyarakal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf ¢, meliputi;

a Penelahaan;

I Klarhkasi/Konfirmasi; doan

¢. Pemeriksann.

Penanganan Pengaduan Masyarakal dalam bentuk saran,

masukan, dan kritikar, diselesaikan vich Perangkat Daerah

terlapor sesuai dengan tupas pokok dan fungsinya.
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Pasal 12

{]} Penanganan  Pengaduan  Masyarakat dalam  Dbentuk
pengawasan dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektoras

(2] Inspektur dengan kewenangannya dapat melimpahkan
Pemeriksasn atas Pengaduan yang diterima kepada (nspektur
Pembantu Wilavah.

{3) Pemeriksaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, dilakukan oleh Tim,

(% Penugasan kepada Tim sebagaimang dimaksud pada avar {3,
dituangkan dalam Surat Perintah Tugas Inspeltur.

Pasgal 13

[lKegiatan Pemeriksaan oleh Inspekiorat dilakukan umuk
memperoleh bukti fisik, bukti dokumen, bukt perhitungan,
keterangan pihak terkait, dan/atau bukd lainhya mengenai
kebenaran materi Pengaduan.

(2} Kegiatan Pemeriksamn sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan sesuai standar Pemerilisaan,

(3) Untuk pembuktian kebenaran dilaksanakan dengan langkah-
langkahk, meliput:

a Telaahan lanjutan;
Ix Konfirmasi; dan
¢ Klarifikasi,

(4] Delam  hal  Pemeriksaan terindikasi pengenaan  sanksi
hukuman disiplin atau terjadi kerugian dacrah dapat terlebih
dahuly chlakukan paparan/ ckspose dengan menghadirkan
Kepala Perangkat Daerah/atasan langsung,

(5} Dalarn hal  bhasil Pemesiksaan yang menyangkut tindak
pidana Pengadusn Masyarakal diteruskan kepada APH.

Pasal 14

(I} Pelaporan hasil penanganan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 hurul o dibuat dalam  bentuk laporan  hasil
pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan cleh Tim.

(2) Tim menerbitkan laporan hasil pemeriksaan paling lama 15
fima belas) bhari keja setelah berakhirnya  masa
Pemeriksaan.

(3} Sebelum  menerbitkan  laporan  hasil  pemeriksaan, Tim

meiakukan ekspose internal sccara tertutup di fnspektorat,
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(H Laporan hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti  sesuai
ketenlian  dan  Kewenangan  sesua dengan  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan,

(5) Laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia, tidak boleh
dibuke dan diberikan kepada publik, kecuali mendapat izn
lertulis dari Bupati.

Pagal 15

[)Pemantauan tindak lanjut hasil penanganan  pengad Lan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 buruf e
dilakukan oleh Inspektorat dengan  cara  melakukan
pemulakhiran data tindak lanjut hasil Pemeriksaan yang
dituangkan dalam rekomendasi.

(2) Perangkat Dacrah sebagai terlapor serta pihak terkait
menindaklanjuti hasil pemeriksasn schapaimana dimakaud
pada ayal (1), sesuai rekomendasi.

(3} Inspektur melaporkan hasi! pemantauan sindak lan jul
pemeriksaan kepada Bupati.

(4)Laperan has!! pemantatian tindak lanjut pemeriksaan
didokumenlasikan olch Inspektorat untuk bahan
pemutakhiran dala tindak lanjut penanpanan pengad van
maSsyarakat.

Pagsal 16
(1] Pengarsipan dokumen penanganan pehgaduan masyarakay
sebagaimana dimaksud datam Pesal 8 huruf {, diatur
berdasarkan Klarifikasi jenis masalah dan unit kerja terta por

serta (rutan waktu Penpaduan.

(2) Terhadap permintaan  informasi dari pihak lain  seperti
Masyarakal, lembaga swadiya masyarakat dan media massa,
informasi yang dapat diberikan terbatas hahya data statistik
penanganannya, bukan substansi

Hapian Ketiga
Evaluns
Pasal 17

(ljnspeltorat melakukan evaliasi secara berkala terhadap
kinerja ~ atas  peluksanaan NENANZANAT pengaduan
masyarakat,

(2} Evaluasi sebagaimana dimaksud pada aval (1], dilaksanaksan

dalam bentuk survei kepunasan Masyarakal.

T ]
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BAB VI
PELINDUNGAN TERHADAP PELAPQR

Pasal 18

{lIPelapor yang melakukan pengaduan masyarakai, dilindungi
kerahasiaannva  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan
Ferundang- undangan.

(2} Pelindungan %kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan dalamm hal pengaduan tmasysrakat vang
disampaitkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal & ayat (2).

(3] Pelindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada
ayit (1), mehput:

a menjaga kerahasiaan wlentitas pelapor;
b memberikan rasa aman dalam memberikan keterangam;
¢ meminta pelindungan kepada unit kerja vang berwenang;
dan
d memberikan pelindungan atas jaminan hak kepegawaian,
(4] Pelindungan kepada Pelapor sebageimana dimaksud pada

avat (3], diberikan sepk diterimanya Pengaduan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19
Pendanaan yang timbul schagai akibat ditetapkannya Peraturan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeralz.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal X
Dengan  ditetapkamnya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Bombana Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanman  Penanganan  Pengaduan  Masyarakar  pada

Inspektarat  Daerah Kabupaten Bombana (Berita Daerah

Kebupaten Bombana Tahun 2018 Nomor 43) dicabut dan
dinvatakan tidak berlaku.
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Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati  ini dengan penernpatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia,

pada langgal, 0 feteuger 2024
Pj. ﬂupﬂ‘l BOMB

\(p—

EDY SUHARMANTO

Piundangkan & Rumbia
pata tangeel, ¥ Peiowter 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

AN ARFA

BERITA DAfRAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 1%




